SALINAN

PERATURAN BUPATI SUMBAV/A BARAT
NOMOR 51 TAHUN 2016

TENTANG

XEDUDUKAN, SUSUNAN ORGAN;SASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA
KECAMATAN DAN XELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUIIAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA BARAT,

Menimbeng : a.bahwa dengan ditetepkannya Peraturan Daerah Nomor 11
Tahun 2016 tentang rPembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah dipandang perlu menetapkan Kedudukan, Susanan
Organisasi, Tugas Pokok dan " Fungsi serta Tata Kerja
Kecamatan dan Kélurahan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a. perlu merietapkun Peraturan Bupati tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

serta Tata Kerja Kecamatan oan Kelurahan.

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayet (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Unda1g Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indnnesia
Nomor 4286 );

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
145, Tambahan Lembaran llegara Republik Indonesia Nomor
4340);

4.Undang-Uadang Nomor 1  Tahun 2004 tentang
Perbendaharazn Negara (Lembaran Negara Republik
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Meretapkan:

Indonesia Tahun 2004 No.nor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomm.or 4355);

5. Undang- Undung Nonor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran+Negara Republik ‘.donesia Tahun 2014
Nomo.: 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494)

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pcmerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagumana ielah beberapakali diubah terakiir
dengan Undang-Ur.dang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atns Undang-Uidang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repiblik
Indcnesia Tahun 2015 Nomec:r 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indoaesia Nomor 5679);

7. Undang-Undeng Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tchun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Takun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 58€7);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indon:sia Tahun 2015 Nomor 2036);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Baiat Nomor 11
Tahun 2016 tentang Pemhentukan Dan Susunan Perangkat
Daerah (Lemtaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun
2016 Nomcr 11

MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
KECAMATAN DAN KELURAHAN,
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BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bup:ti ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Smimbawa Barat,

2. Pemerintah Daerah adalali Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten
Sumbawa Barat sebagai unsur penyel:ngrara Pemerintahan Daerah.

3. Kepala Daerah ndalah Bupati Sumbawa Barat.

4, Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah
Xabupaten/Kota.

5. Kelurahan adelah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah
Kabupaten/Kota dalain wilayah kerja Kecarratan.

v Kelompok Jabatan Fungsional acalah sejumlah tenzga dalam jenjang
jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan
bidang keahliannya.

7. Eselon adalah Tingkatan Jabatan Struktural

BAB 11
KEDUDUKAN
Pasal 2
(1) Kecamatan merupakan Perangkat Daer.th Kabupaten yang mempunyai wilayah
kerja tertentu, dipimpin oleh Caraat yung burada di bawah dun bertanggung
jawal kepada Bupati melalui Sekretaris Dacrah.
(2) Kelurahan merurakan wilayah kerja Lurah scbagai perangkat Daerah
Kabupaten dalam wilayah Kecamatan yang dipimpin sleh Lurah yang beraca
di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat.

BAD I
SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Fesatu
Kecarnatan

Fasal 3

(1) Kecamatan terdiri cari Camat, 1 (satu) Sekretariat !an 5 (lima) Seksi serta
Kelcmpok Jabatan fungsional.

(2) Susunan Organisasi Kecamatan di Kabupaten Sumbawa Barat adalah

sebagai berikut:
a. Camat;
b. Sekretariat;

i. Subbagian Umum dan Kepegawaiar,;
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2. Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan;

Seksi Pemerintahan;

a0

Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
Seksi Kesejahteraan Rakyat;

Seksi Pemberdayaan Masyarakat;

® oo

Seksi Pelayanan Umum;

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(3) Bagan Struktur Organisesi Kecamatan adalah sebagsimana tercantum
dalam Lampiran I yang merupakan bagiun tidak terpisah'can dari Peraturan
Bupati ini.

Bagian K :dua
Kelurahan
Pasal 4

(1) Kelurahan terdiri dari Lurah, Sekretaris Kelurahan dan 3 (tiga) Seksi serta
Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Susunan Organisasi Kelurahan di Kabupaten Suvmbawa Barat adalah
sebagai berikut:

a. lurah;

b. Sekretaris Kelurahan;

c. 3eksi Pemerintahan;

d. 3c=ksi Ketentraman da.a Ketertiben;

e. Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Pemberdayaan Mnsyarakat;

f. Kelompok Jabatan Fungsional. _

(3) Bagan Struktur Organisasi Kelurahaa adalah sebagaimana tercantum dalam
Larapiran I yang merupakan bagian tiduk terpisahkan dari ¢rataran Bupati
ini.

BAB IV
TUGAS POXOK DAN FUNGCSI
Bagian Kesatu
Kecimatan
Paragraf 1
Camat
Pasal 5

(1) Camat mempunyai tugas inelaksanakan kewenangan pemerintahan yang
dilimpahkan oleh Bupati untuk Jinenangan’ sebagian urusan otonomi
daearah.

(2) Delam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat

juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi :
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a. mengoordinasikan kegiatan pemberaayaan masyarakat;
b. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan kelentraman den ketertiban
umum;
c. mengoordinasikan penerapan dan penegakan oeraturan perurdang-
vndangan;
d. xﬁengoor:linasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan
umum;
e. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat
'.(ecamétan;
f. inembina penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan; dan
g. melaksanakan pelayanan masyaragat yang menjadi ruang lingkup
augasnya dan/atau yang belum dapat dilaksenakan pemerintahan
desa/kelurahan.
(3) Pclimpahan sebagian kewenangan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) d'tetapkan dengan Peraturan Bupati.
Pasal 6
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5,
Camat menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan rencana dan program kerja kecamatan;
b. pengkoirdinasian kegiatan pemberaayaai masyarakat:
c. pergkonordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan
ketertiban umum,;
d. pengroordinasian penerupan dan penegakan peraturan perundang-
undangan;
e. pengkoordinasian pemeliharaan prasaiana dan fasilitas pelayanan umum,;
f. pergkoordinasian penyelenggaraan Kkegiatan pemerintahan di tingkat
l-ecamatan;
g pembinaan penyelenggaraar. pemerintahan desa/kelurahan;
h. pelaksanaan pelavanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya
dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa/kelurahan;
1. pelaksanaan penatausahean Kecamatan;
j. pembinaan terhadap tenaga fungsional dilingkungan kecamatan;
k. pelaksanaan tugas lain yang di limpahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
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Paregraf 2

Sekretariat

Pasa! 7
Sekretariat  dipimpin  o'eh seorang sekretaris yang mempunyai tugas
mengkoordinasikan  pelaksanaan  penyusunan  perencanauan, program,

keuangan, kepegawaian, administrasi dan umum.

Pasal 8
Dalam m:laksanakan tugas sebagairaana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat
meny=lenggarakan fungsi:
a. peiaksanaan penyusunan perencanaan dan program,
b. pelaksenaan pengeiolaan administrasi keuangan;
c. penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan;
d. penyelengaraan administrasi kepegawaian dan administrasi perkantoran;
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan olch atasan sesuai dengan tugas dan
frngsinya.
Pasal 9
Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang kepala subbhagian
yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan ketatausahaan yang

meliputi kepegawaian, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan.

Pas 110
Rincian Tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian adalah sebagai berikut:

a. melaksanakan urusan kepegawaia:’
b. melaksanakan pengelolaan urusan tata usaha dan kearsipan;
c. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;

d. melakukan koordinasi pelaksanaan tagas subbagian;
e. melakukan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan program

dan kegiatan subbagian;
f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sssuei dengan bidang

tugasnya.
Pasal 11
Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan dip'mpin olel. seorang kepala
subbagian yang mempunyai tugas menyusun perencanaan program dan
melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan.
Pasal 12
Rincien Tugas Subbagian Penyusunan Program cdan Keuangan adalah

sebagid berikut:
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a. merghimpun dan mengolah data dalam rangka penyusunan program dan
kegiatan kecamatan;
b. menyusun rencana dan prcgram kerja kecamatan;
c. melalsanakan pengelolaan administrasi keuangan meliputi belanja rutin
mawupun pegawai,
d. mclaksanakan penyusunan laporan keuangan;
e. melakukean koordinasi pelaksanaan tugas subbagian;
raelakukan monitoring, evalvasi dan laporan terhadap pelaksanaun prugram
dan keuangan Kecamatan;
g. 1aelaksanaan tugas lein yang diberikan oleh atasar. sesual dengan bidang
tugasnya.
Paragraf 3
Seksi Pemcerintahan
Pasal 13
Seksi Pemerintahan dipimpin olel seorang kepala seksi yang mempunyai tugas

membantu camat dalam urusan pemerirtahan bidang pemesintahan.

Pasal 14

Rincian Tugas Seksi Pemerintahan adalah sebagai berikut:

a. menyusun rencana dan program kerja s eksi;

b. mengnordinasikan penyelengzaraan kegiatan pemerintahan di tingkat
kecamatan;

¢ menyiapkan bahan dan melaksanakan peribinaan penyelenggaraan
penierintahan desa/kelurahan;

d. melakukan p:nilaian atas Laporan Pertanggungjawaben Kepala Desa,;

memfasilitasi penyelenggaraan kerjasama amar desa dan penyelesaian

o

perselisihan ar tar desa;
memfasilitasi penataan dzsa/kelurahan;

memfasilitasi penyusunan Peratuien Desa;

5o

melaksanakan kegiacan administrasi kependudukan;

-

meleksanakan inver.tarisasi Aset Deerah atau kekay:.an daerah lainnya yang

ada diwilayah kerjanya;

j. me‘aksanakan pengawasan atas tarah-tanah negara can tanah aset
pe.nerintah daerah diwilayah kerjanya,;

k. mclaksanakan tugas pembantuan teithadap pelaksanaan pembebasan tanah

milik dan pelepasan hak yang akan dip:rgunakan, serta peralihan status

tanah dari tanah negara menjedi hak milik sesuai dengan ketentuan

p:raturan perundang-undangan;
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1 melaksanakan tugas pembantuan ¢ dam hal penetapan peruntukan, proses
pengalihan dan perubahan status tanah kekayaan desa serta pengalihan
status tanah kekayaan desa yang berubah menjadi kelurahan;

m. melaksanakan monitoring dan inventarisasi ternadap setiap kegiatan yang
berkaitan dengan penggunean tanah terlantar dan tanah negara bebas
diwilayah kerjanya;

n. melakukan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan kegiatan
seksi;

o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan szsuei dengan bidang

tugasnya.

Paragraf 4
Seksi Kelentraman dan Ketertiban
Pasal 15
Seksi Ketentraman dan Ketertiban dipimpin oleh seoreng kepala seksi yang
mempunyai tugas membantu Camat dalam urusan pemerintahan bidang
ketentraman dan ketertiban.
Pasal 16
Rincien Tugas Seksi Ketentraman dau Ketertiban adalah sebagai berikut:
a. menyusun rencana dan program kerja seksi;
b. mengoordinasikan p:3nyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
c. melaksanakan pembinaan ketentraraen dan ketertivan masyarakat;
d. me'aksanakan kegiatan bidang keter.treman dan ketertiban umum;
e. mengoordinasikan pelaksanaan dan penegakan produk hukum pemerintah
kabupaten dan peraturan perundang-undangan lainnya diwilayah kerjanya;
f. memfasilitasi pencegahan dan penggulangan bencana alam;
g. melakukan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan kegiatan
scksi;
h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan b‘dang
tugasr.ya.
Paragraf 5
Seksi Kesejahteraan Rakyat
Pasal 17
Seksi Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh seorang kepala seksi yang
mempunyai tugas membantu Camat dalam urusan Pemerintahan bidang
kesejahteraan rakyat
Pasal 18
Rincian Tugas Seksi Kesejahteraan Rakyat adalah sebagai berikut:
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menyusun rencana dan program kerja seksi;

mengoordinasikan penyelenggaraan kesejahteiaan rakyat;

melaksar.akan kegiatan kesejanternan rakyat;

melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang l'ngkup tugasnya
dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa/kelurahan;

e B P

melakukan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksar.aan kegiatan seksi;

o

f. me'aksanakan tugas lain yang diberiken oleh atasan sesuai dengan bidang

tugasnya.

Paragraf 6
Seksi Pemberdayaan Masyarakat
Pasal 19
Seksi Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh seorang kepala seksi yang
mempunyai tugas membantu Camat dalam urusan nemerintahan b.dang
pemberdayaan masyarakat.
Pasal 20
Rincian Tugas Seksi Pemberiayaan Masyarakat adalah sebagai berik at:
a. manyusun rencana dan program ke.ja seksi;
b. menyiapkan bahan koordinesi penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat
di wileyah kerja kecamatan;
c. mela<ukan fasilitasi pelal'sunaan musyawarah perencanaan pembangunan
kece matan;
d. meryiapkan bahan dalam rangka mengikuti musyawarah perencanaan
pembangunan ditingkat kabupaten;
e. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan kegiatan pemberdayaan
masyarakat diwilayah kerja kecamatan;
f. melaksanakan pembinaan lembaga kemasyarakatan;
g. melakukan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksenaan kzgiatan seksi;
b, melaksanakan tugas lain yang didiberikan oleh atasar sesuai dengan bidang
tugasnya.
Paragraf 7
Seksi Pelayanan Umun.
Pasal 21
Seksi Pelayanan Umum dipimpin oleh seorang kepala sel:si yang meinpunyai

tugas membantu Camat dalaim urusan pemerintahan bideng pelayanan umum.

Pasal 22
Rincian Tugas Seksi Pelayanan Umun edlah sebagai berikut:

a. menyusun rencana dan program kerja seksi;

9
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b. meayiapkan bahan koordinasi peleksanaan pelayaran umum di wilayah
kerja kecamatan;

c. pelnksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang ling<up tugasnya
dan/atau belum dapat dilaksnakan olch pemerintahan Jdesa/kelurahan;

d. melaksanakan pembinaan dan pengawasar' terhadap pelaksanaan pelayanan
kepada masyarakat diwilayah kerja kecamatan ;

mengkoordinasikan pemeiiharaan prasarana dan fesilitas umum ;

c.
f. mclaksanakan standar pelayanan minimal dibidang pe.ayanan umum;
g. melakukan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan kegiatan seksi;
h. meleksanakan tugas lain yang didiberikan oleh atasan sesuai dengan bidang
tugasnya.
Bagian Kedua
Kelurahan
Paragraf 1
Lurah
Pasal 23

Lurah mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kewenangan pemerintahan
yanz dilimpahkan oleh Bupati sesuai karakveristik wilayah dan kebutuhan
Daerah serta melaksanakan tigas pemcrintahan lainnya beruasarkan peraturan
perundang-undangan.

Parugraf 2
Sekretariat
Pasal 24
Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang nempunyai tugas

mengkoordinasikan  pelaksanaan  penyusunan  perencanaan, —program,
keuangan, kepegaweian, administrasi dan umum.
Pasal 25
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalain Pasal 24, Sekretariat
menyelengarakan fungsi:
a. pelaksanaan penyusunan perencanaan dan program;
b. pelaksanaan peungelolaan admmistrasi keuangan;
c. penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan;
d. penyelenggaraan administrasi kepegawaian dan administrasi perkantoran;
e. pelaksanaan tugas lain yang diberil:an oleh Inrah scsuai dengan tugas dan
fungsinya.
Pasal 26
Rincian Tugas Sekretanat adalah sebagai berikut:

a. menyusun rencana dJdan program kerja kelurahan;

10
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o

meluksanakan urusan kepegeswaian;

melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;

a o

menyelenggarakan urusan rumah tangga dan perlengkapan;

o®

melaksanakan per.gelolaan tata usaha dan kearsipan;

Lt

m~:laksanakan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pclaksanaan
kegiatan sekretariat;
g. melaksanakan tugus lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang

tugesnya.

Paragraf 3
Seksi Pemerintahan

Pasal 27
Seksi Pemerintahan dipimpin olek seorang kepala seksi yang mempunyai tugas
membantu Lurah dalam urusan pemerintahan bidang pemeiintahan.

Pasal 28
Rincian Tugas Seksi Pemerintahan adalah sebagai berikut:
a. menyusun rencana dan program keriu seksi;
b. menyiapkan bahan wvembinaan, koordinasi den ‘asilitasi pelaksanaan

kegiatan bidang pemerintahan;

menyelenggarakan kegiatan bidang pemerintahan;

e o

mer.gkoordinasit-an pemeliharaar prasarana dan fasilitas pelayanan umum,;

o

memfasilitasi penataan kelurahar,;
melaksanakun kegiatan administrasi kependudukan;

b

g. mengkoordinasikan pelaksanaan invencarisasi aset pemerintah kabupaten
ditingkat l;celurahan;

h. meiaksanakan pengawasan atas tanah-tanah negara dan tanah aset
pemerintah kabupaten diwilayah keluranan;

i, melaksanakan tugas pembantuan terhadap pelaksanean pembebasan tanah
mi'il: dan pelepasan hak yang akan dipergunskan untuk kepentingan
pembangunan, serta peralihan status tanah deri tanah negara menjadi hak
milil: sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

j. mela’tsanakan monitoring dan inventarisasi terhadap setiap kegiatan yang
berkaitan dengan penggunaan tarah terlantar dan tanah negara bebas
divrileyah kerjanya;

k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan keg.atin seksi;

b. melaksanaxan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang

tugiasnya.
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Paragraf 4
Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Pasal 29
Seksi Ketentraman dan Ketertiban dipimpin oleh seorang kepala seksi yang
mempunyai tigas membantu Lurali dalam urusan perrerintahian bidang
ketentraman dan ketertiban.

Pasal {0

Rincian Tugas Seksi Ketentraman dan Kctertiban adalah cebagai berikut:
a. menyusun rencana Jdan program kerja szksi;
mengkoordinasikan penyelenggaraan ketentraman dar ketertiban;
menye.enggarakan ketentraman dan ketertiban umum,

melaksanakaa pembinaan ketentraman dan ketertiban mmasyarakat;

© oo o

mengokordinasikan pelaksanaan dan per.egakan produk hukum kabupaten
dun peraturan perundang-undangan lainnya diwilayah kelurahan;
me.akukan koordinasi pencegahan dar. penanggulangan bencana alam,;
meiskukan monitoring, eviluasi dan ;avoran pelaksanaan kegiatan seksi;

h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasar. sesuai dengan bidang

®

trgasnya.
Paragiaf 5
Seksi Kesejahteraan Rakyat dan *emberdayaan Masyarakat
Pasal 31
Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Pemberdayaan Masyrakat dipimpin oleh
seore.ng kepala seksi yang mempunyai tugas membantu Lurah dalam urusau
pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat dan pemberdayaan masyarakat.
Pasal 32

Rincian Tugas Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Pemberdayaan Masya -akat
adalah sebagai berikut:
a. menyusun rencana dan program kerja seksi;
b. mengkoordinasikan penyelenggaraan kesejahteraan rakyat dan

pemberdayaan masyarakat;
c. melaksanakan kegiatan kescjahteraan rakyat;
d. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnysa;
e. m.elakukan fasilitesi pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan

kelurahan,;
f. menyiapkan bahan dalam rangka mengikuti musyawarah perencanaan

pembanguiiati ditingkat kécamatan;
g. menyiapkan bahan pemoinaan dan pengawasan kegiatan pemberdayaan

mesyarakat diwilayah kerja kelurahan;
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h. melaksanaken pembinaan lembaga kemasyarakatan;
i. melakukan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan kegitan seksi;
j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang
tugasnya. '
BAB v
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 33
Kelomvol: Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas sesuai

denga. bidang tenaga fungsional masirg-masing sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-uncangan.
Pasal 34

(1). Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33,
terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi
dalam berbagai kelompok sesuai cengan pidang keahliannya.

(2). Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebaga:man:. dimaksud pada ayut (1)
dipimpin oleh seorang tenagu fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati.

(3). Jumlah tenaga fun jsional ditentukai scsuai kebutuhan dan beban kerja.

(4). Jenis dan jenjang Jabatan Fungsionul sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangar yang berlaku.

BAB V
JABATAN PERANGKAT DAERRAH
Pasal 35
(1) Camat acalah Jabatan Eselon Ill.a. atau Jabatan Administrator.

(2) Sekretaris Kecamatan adalah Jabatan Eselon III.Lb. atan Jebatan
Administrator.

(3) lurah dan Kepala Seksi pada Kecamatan adalah Jabatan Eselen [V.a. atau
Jabatan Pengawas.

(4) Sckretaris Kelurahan, Kepala Seksi pada Kelurahan dan Kepala Subbagian
pad Sekretariat Kecamatan adalah Jabatan Eselon IV.b. atau Jabatan
Pengawas.

EAB VI
PENGANGK/TAN DAN PEMBERHENTIAN
Pasal 3€
(1) Para Pejabat di lingkunigan Kecamatan diangkat dan dibcrhentikan oleh Pejabat

yang berwenang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
(2) Jenis dan pengisian Jabztan Fungsional pada setiap Kelompok Jabatan
Fungsional yang dietur dalam Peraturan Bupati ini, ditetapkan secara
selektif oleh Bupati berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan
yang berlaku, dengan memperhatikan ketutuhan dan kemarmpuan

kenangan Daerah.
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BAB VII
TATA KERJA
Bagian Kesatu
Kecamatan
Pacal 37
Dalam melaksanakan tugasnya, Camat, Sekretaris Kecamatan, Kepala
Subbagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan
sinkronisasi baik dalam linjkungan masing-masing maupun antar satuan
organisnsi Kecamatan sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
Pasai 38
Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahan masing-masing
dan Vbila .erjadi penyimpangan agar mengambil langkab-langkah yang

dipzrlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39
Setiap pimpinan satuan organisasi kecamatan bertanggungjawab memimpin,
mengkoordinasikan bawaharnya masing-masing dan memoerikan bimbingan

serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan

Bagian Kedua
Kewurahan
Pasal 40
Setiap pimpinan satuan keija tingkat Keluraaan bertangguiigiawab memimpin
dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas pokok dan tangsi serta wajib

membina dan mengawasi bawahannya 1nusing-masing.

BAR V1II
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 41

Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas
dan fungsi Kelurahan dan Desa sesuai peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 42
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :
a. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2014 tentang Rincian Tugas dan Fungsi

K=camatan dan
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b. Peraturan Bupati Nomor 2% Tahun 2014 tentang Rincian Tugas dan Fungsi
Keiurahan.
Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 43
Peraturan Bupadi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetatuinya, m.merintahkan pengu.idangan Peraturan

Bugati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa

Barat.

Ditetapkan di Taliwang

Pada tanggal 1 Desember 2016

BUPATI SUMBAWA BARAT,

dto
W.MUSYAFIRIN
Diundangkan di Taliwang
rada tanggal, | Desember 2016
SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

dto

A.AZIS
BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2016 NOMOR 51
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